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ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Prostitusi Di Kota Palembang. Dilatar belakangi dengan adanya Ketertiban dan keamanan 
dalam masyarakat akan terpelihara, bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati 
peraturan peraturan (norma- norma) yang ada didalam mayarakat itu sendiri. Peraturan- 
Peraturan ini dilakukan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu di sebut 
Pemerintah. Walaupun Peraturan-Peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang 
yang melanggar , misalnya dalam hal Tindak Pidana Prostitusi salah satunya yang ada Di 
Kota Palembang. Tindak Pidana Prostitusi pengaturannya dalam Pasal 296 Ki tab Undang- 
Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 
mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau 
kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah Selain itu adapun peraturan yang mengatur 
tindak pidana prostitusi Pemerintahan Kota Palembang pun telah mengeluarkan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Peraturan Daerah 
tersebut, Pasal 9 ayat (l) “Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam 
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 5.000.000ayat (2) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini berupa 
Pelanggaran^. Penyebab yang melatarbelakangi Tindak Pidana Prostitusi atau Tindak 
Pidana asusila berbagai peraturan pun telah di terapkan untuk menanggulanginya, usaha 
dan kebijakan penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, 
sebagaimana yang di ketahui bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian 
kebijakan penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, 
sebagaimana yang diketahui bahwa kebijakan hukum pidana pun telah diterapkan dalam 
penanggulangan tindak pidana ini. Tujuan dari kebijakan pidana itu sendiri sebenarnya 
adalah untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, maka perlu dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan 
oleh pemerintah kota Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di kota 
Palembang dan penerpan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah kota 
Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di kota Palembang.

Kata kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Prostitusi, Kota Palembang
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bila 

tiap-tiap anggota masyarakat menaati Peraturan-Peraturan (norma-norma) yang 

ada didalam masyarakat itu. Peraturan-Peraturan ini dilakukan oleh suatu badan 

yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah.1

Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang 

yang melanggar Peraturan-Peraturan, misalnya dalam hal Tindak Pidana prostitusi 

yaitu suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk 

berhubungan Kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran
'j

berupa uang atau bentuk lainnya.

Pelacuran merupakan suatu perbuatan dimana seseorang perempuan 

menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain 

dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya. 

Pelacuran tidak dapat dipisahkan dari WTS (Wanita Tuna Susila) yang dalam 

bahasa latin prostituere atau prostauree yang berarti membiarkan diri berbuat 

zina, melakukan persundalan, atau pencabulan, dalam bahasa inggris disebut 

dengan prostitute . WTS (Wanita Tuna Susila) menunjukkan kepada orangnya

mana

\ C.S.T. Kansil,S.H. Hukum Pidana. Penerbit Sinar Grafika,. Jakarta 1995. Hlm 1 
2 Ibid.

1
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sedangkan pelacuran menunjukkan kepada perbuatannya. WTS (Wanita Tuna 

Susila) hanya merupakan salah satu unsur untuk terjadinya pelacuran, meskipun 

kedudukan unsur ini amat penting artinya bukan suatu rahasia lagi bahwa praktek 

prostitusi marak sekali terjadi di Kota Palembang maupun Kota-Kota besar 

lainnya.

i

Di zaman yang serba penuh dengan kesulitan ekonomi sekarang ini, akan 

mendesak orang-orang untuk menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, 

akhirnya banyak orang mengambil jalan pintas untuk menghasilkan banyak uang 

dengan dalih mencari sesuap nasi, sementara iming-iming gaya hidup mewah 

turut membuai bahkan mengelabui masyarakat kita, akhirnya kehormatan dan 

harga diri tak sempat dipertahankan hingga harus turut dikorbankan, bisnis “jasa” 

yang menjadi bungkus praktek pelacuran ini semakin menjadi, sementara yang

memanfaatkan tubuhnya untuk mendapatkan uang berprofesi sebagai Pekerja

Seks Komersial (PSK) seolah menjadi pilihan yang tepat disaat yang tepat sesuai

keadaan serba sulit sekarang ini.

Terlepas dari semua hal tersebut di atas, pada faktanya memang benar 

dibalik maraknya praktek pelacuran tersimpan banyak keuntungan dan 

kemanfaatan yang dirasakan terlebih bagi para pelaku pelacuran itu sendiri, 

harta serta hidup glamoristik telah membutakan hati nurani untuk menentukan 

pilihan jalan hidup yang lebih legal, halal dan bermoral, belum cukup

uang

sampai

disitu ternyata tidak hanya orang dewasa saja yang melakoni bisnis pelacuran ini, 

bahkan anak-anak atau gadis-gadis belia yang masih polos dan di bawah umur
2
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justru menjadi sasaran empuk dalam menjalankan bisnis ini, memang besar 

kecilnya keuntungan bisnis pelacuran ini memang tergantung dari bagaimana para 

pelaku bisnis ini mengolah dan mengemas barang barang dagangannya 

sedemikian rupa dalam memikat para konsumen yang tidak lain adalah para lelaki 

hidung belang tersebut.

Masalah pelacuran, sejak zaman dahulu sampai sekarang merupakan 

masalah sosial di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau menjadi objek 

hukum dan tradisi yang sangat sulit penanggulangannya.

Faktor-faktor penyebab teijadinya tindak pidana prostitusi menurut Kartini 

Kartono faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana 

prostitusi (pelacuran) antara lain :4

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk 

menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapat kesenangan 

melalui jalan pintas, kurang pendidikan atau buta huruf.

2. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan 

ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya 

dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.

3. Aspirasi materi yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan serta 

ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah atau perhiasaan yang mewah, 

ingin hidup bermewah-mewah tetapi malas bekerja.

3 Kartini Kaitono,. Pathologi Sosial, jilidI,.CV. Rajawali,.Jakarta. 1982. Hlm...220 
Ibid.
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4. Anak-anak gadis yang memberontak otoritas orang tua dan memberontak 

seks terhadap masyarakat dan norma-norma susila yangperaturan

dianggap terlalu mengekangdiri anak-anak remaja.

5. Bujuk rayu laki-laki, terutama menjanjikan perkerjaan yang terhormat 

dengan gaji yang tinggi, misal menjadi pegawai toko dan akhirnya anak-

anak remaja tersebut tejerumus kedalam pelacuran.

6. Ajakan teman-teman sekampung / sekota yang sudah teijun terlebih 

dahulu dalam pelacuran.

7. Pengalaman-pengalaman traumatis seperti kegagalan perkawinan, dinodai 

kekasih dan ditinggalkan begitu saja.

Berdasarkan faktor-faktor diatas penyebab yang melatarbelakangi tindak 

pidana prostitusi atau tindak pidana asusila berbagai peraturan pun telah 

diterapkan untuk menanggulanginya, usaha dan kebijakaan untuk membuat 

peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari 

tujuan penanggungan kejahatan atau pelanggaran, sehingga kebijakaan hukum 

pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Dengan perkataan lain 

apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka kebijakan hukum pidana 

identik dengan pengertian upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan 

ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa 

kebijakaan hukum pidana pun diterapkan dalam penanggulangan Tindak Pidana 

ini. Tujuan dari Kebijakaan Hukum Pidana sendiri sebenarnya adalah untuk

4
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mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan 

lain Politik Hukum Pidana sendiri mengandung arti bagaimana 

mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana 

yang baik. Pada kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) ini untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau

diperbaharui.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah teijadinya Tindak Pidana.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana

harus dilaksanakan.

kata

Tindak Pidana Prostitusi pengaturannya dalam Pasal 296 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai 

pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Tindak pidana prostitusi yang bertujuan sebagai mata pencarian atau 

pekerjaannya yang mengadakan perbuatan cabul. Kata pekerjaan dapat juga 

dikatakan sebagai “pencaharian” di maksudkan bahwa yang bersangkutan

5 Badar Nawawi Arief, Kebijakan hukum pidana. Penerbit Prenada Media Group,. 2010.
Hlm 23.
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menerima bayaran ,sedangkan kata "sengaja” ditujukan pada mengadakan

memudahkan perbuatan cabul.6

Menurut Hoge Raad ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 296 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan hanya melarang tindakan- 

tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan di tempat- 

tempat pelacuran, melainkan juga tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang 

dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sesuai dengan letaknya didalam rumusan 

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, menyebabkan atau 

memudahkan dilakukanya tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan 

ketiga dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai 

kebiasaan. Perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan kesusilaan, yakni 

perbuatan menyewakan kamar untuk memberi kesempatan kepada orang lain 

untuk melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga.7

Fakta-fakta yang adanya didalam masyarakat telah terjadinya perbuatan 

Prostitusi Salah satu lokalisasi yang terkenal di kota Palembang adalah komplek 

Teratai Putih yang terletak di km 8,5 Palembang. Lokalisasi ini sebenarnya telah 

resmi di tutup oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 31 Desember 2001, 

akan tetapi pada kenyataannya masih saja ditemukan praktek-praktek tindak 

pidana prostitusi dilokalisasi tersebut yang dilakukan secara terang-terangan 

selain di Teratai Putih km 8,5 Palembang terdapat juga hotel-hotel, rumah susun,

atau

6 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilan dan Masalah Prevensinya Penerbit Sinar 
Grafika.2001 Hlm.72 *
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panti pijat tradisional, kost-kostan ataupun pinggiran jalan. Lokalisasi Pelacuran 

tersebut, telah bertentangan dalam Pasal 296 KUHP saja, disamping itu 

Pemerintah Kota Palembang pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Peraturan Daerah tersebut, 

Pasal 9 ayat (1) “Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam 

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- 

banyaknya Rp.5.000.000” ayat (2) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 

(1) Pasal ini, adalah pelanggaran”, tetapi dilapangannya banyak sekali kita lihat 

praktek-praktek prostitusi ini masih dilakukan seperti komplek Teratai Putih di 

km 8,5 Kota Palembang, diwilayah Kambang Iwak Palembang, dan beberapa 

tempat lainnya, hal ini menyiratkan bahwa tidak berjalannya Peraturan Daerah 

Kota Palembang tersebut untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi ini.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan suatu penelitian 

problematik tentang tindak pidana prostitusi dalam penulisan skripsi ini yang 

diberi judul : “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Prostitusi Di Kota Palembang”

B. Permasalahan

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan 

dikaitkan dengan judul skripsi, maka pada kesempatan ini penulisan mengangkat 

permasalahan yaitu :
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Bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah kota 

Palembang untuk menanggulangi Tindak Pidana prostitusi di kota 

Palembang?

2. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana

Pemerintah kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

prostitusi di kota Palembang?

1.

yang dilakukan oleh

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang 

apa yang di bahas dalam skripsi ini dan juga untuk mpenghindari agar

pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah

ditetapkan, maka ruang lingkup dibatasi yaitu hanya sebatas pada Penerapan

kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Palembang dan 

kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk 

menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok mengetahui permasalahan 

diatas, adapun tujuan penelitian penulis melakukan penelitian yaitu :
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Untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

prostitusi di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota 

Palembang.

1.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini

adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan

kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya 

tindak pidana prostitusi yg berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam 

menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.

2. Secara Praktis, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, para penegak hukum dan 

masyarakat dalam menyelesaikan atau menanggulangi masalah tindak pidana 

prostitusi khususnya di kota Palembang.
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F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana 

metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi 

ilmu yang bersangkutan.8 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.9

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya 

sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti data 

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data Primer) dan data dari 

bahan pustaka (data sekunder). 10Penelitian hukum empiris yang bersifat 

analisis yaitu penelitian yang menggambarkan kebijakan hukum pidana 

dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Palembang.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara mengadakan penelitian lapangan atau riset dangan melihat

sasaran

9 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia , Jakarta, 1997, Hlm 16 
Soeijono SockanloyPengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, 1986 Hlm 4^ 
Socijono Soekarno, Jbid, Hlm.52.
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fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai kebijakan hukum pidana dalam 

menanggulangi prostitusi di Kota Palembang.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber pada .

a. Data primer

Yaitu data yang didapatkan dari sumber utama yaitu melalui 

kepada pelaku prostitusi (pelacuran) di Teratai Putih km 

8,5 Palembang. Dinas Sosial Kota Palembang dalam pembinaannya, 

Kepolisian Besar dan Kepolisian Pamong Praja (Pol PP) khususnya di 

Kota Palembang dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan

wawancara

terhadap pelaku tindakan asusila.

b. Data sekunder

Yaitu data sekunder diperoleh dengan melakukan studi

kepustakaan di samping Itu di gunakan juga informasi sebagai 

penunjang dari data primer, data sekunder berupa bahan hokum yang

terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

bahan kekuatan hukum mengingat bahan hukum ini berupa 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti yaitu :
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang2. Peraturan

Pemberantasan Pelacuran (prostitusi).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : buku-buku 

literatur, asas-asas hukum, teori-teori hukum hasil penelitian,

hasil karya kalangan umum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder meliputi:

1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;

2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang 

relevan.11
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3. Lokasi penelitian

Penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan pada . 

Komplek Teratai Putih (Jl. Kolonel Haji Burlian KM 8,5 Kota 

Palembang).

2. Kambang Iwak Palembang (Jl. Diponegoro).

3. Kepolisian Pamong Praja Kota Palembang (Jl. Sekanak ).

4. Kepolisian Kota Besar Palembang (Jl. H. Bastari Jakabaring 

Palembang).

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1.

Populasi dalam penelitian adalah tempat suatu perbuatan dilakukan

dalam perzinaan yang disebut tindak pidana prostitusi di Teratai Putih km

8,5 Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang Kepolisian Kota Besar,

Kepolisian Pamong Praja (Pol PP) khususnya di Kota Palembang, dan

Kambang Iwak Palembang.

b. Sampel

Dalam penelitian skripsi ini tehnik sampel digunakan adalah Random 

yaitu sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil
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dapat memiliki seluruh populasi dalam penelitian ini sampel dalam 

penelitian ini adalah :

1. Penerapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah 

kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

prostitusi di Kota Palembang.

2. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah kota 

Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota 

Palembang.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Ada pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

1. Studi kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh 

dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti 

literature, hasil penelitian, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada 

kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas baik berupa buku- 

buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen-dokumen 

yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (Field Research)

Yaitu dengan melakukan peninjauan serta pengalaman secara langsung 

ke Teratai Putih, Dinas Sosial Kota Palembang terhadap pengawasaan dan
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I. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif,

yaitu lebih menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan, dan data-

data yag di peroleh dari penelitian baik primer maupun data sekunder, dianalisis

secara kualitatif yang berupa uraian-uraian data yang dalam kalimat terstruktur

dan kemudian dihubungkan secara istematis untuk menarik kesimpulan guna 

menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sementara kesimpulan guna 

menjawab permaslahan yang diteliti dilakukan metode induktif untuk

merumuskan fakta hukum.
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